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Perhutanan Sosial merupakan salah satu solusi dari permasalahan konflik tenurial 

yang banyak terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan 

strategi implementasi pengembangan perhutanan sosial Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) Gedong Wani berdasarkan faktor internal dan eksternal. Penelitian 

ini dilaksanakan di KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung, pada bulan Desember 

2023-Januari 2024. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi 

secara langsung. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis SWOT. 

Berdasarkan hasil analisis faktor internal (kekuatan dan ancaman) serta faktor 

eksternal (peluang dan ancaman), diagram SWOT menunjukkan bahwa posisi 

strategi implementasi Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani berada pada 

kuadran I atau strategi agresif yaitu situasi yang sangat menguntungkan dengan 

memanfaatkan seluruh potensi kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang dapat diterapkan dengan mengiplementasikan kegiatan fasilitasi, 

pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif dalam 

mendukung kegiatan Perhutanan Sosial, pengembangan industri kreatif berbasis 

komoditas lokal, pengembangan KUPS serta pendampingan secara intensif usaha 

produktif masyarakat, dan pembentukan serta pengefektifan fungsi koperasi. 

 

Kata kunci: kehutanan, analisis, pemberdayaan, sosial, SWOT 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION STRATEGY OF SOCIAL FORESTRY 

DEVELOPMENT IN ORDER TO MITIGATE TENURIAL CONFLICT: 

CASE STUDY OF GEDONG WANI FOREST MANAGEMENT UNIT 

 

 

By 

 

 

RANGGIT SETRI PINANGGIH 

 

 

 

 

Social Forestry is one of the solutions to the problem of tenurial conflicts that 

occur in Indonesia. The purpose of this study is to determine the implementation 

strategy of social forestry development of KPH Gedong Wani based on internal 

and external factors. This research was conducted in Gedong Wani Forest 

Management Unit, Lampung Province, in December 2023-January 2024. Data 

were collected using interviews and direct observation techniques. This research 

was analyzed using SWOT analysis. Based on the analysis of internal factors 

(strengths and threats) and external factors (opportunities and threats), the SWOT 

diagram shows that the position of the Social Forestry implementation strategy in 

the Gedong Wani Forest Management Unit is in quadrant I or aggressive 

strategy, which is a very favorable situation by utilizing all potential strengths to 

take advantage of existing opportunities. Strategies that can be applied are 

implementing activities in the form of facilitation, intensive coaching and 

technical guidance in supporting Social Forestry activities, developing creative 

industries based on local commodities, developing KUPS and intensive assistance 

to community productive businesses, and establishing and streamlining 

cooperative functions. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang dan Masalah 

Adanya konflik yang berada pada kawasan hutan berpengaruh pada efisiensi 

pengelolaan hutan itu sendiri. Persoalan tersebut merugikan masyarakat yang 

bertempat tinggal dan memanfaatkan potensi yang ada di kawasan hutan. Konflik 

yang terjadi pada kawasan hutan diakibatkan oleh ketidakpastian hukum yang 

berkenaan dengan sistem tenurial (Sylviani dan Ismatul, 2014). Konflik yang 

banyak terjadi di kawasan hutan dapat dikendalikan dengan dibangunnya kondisi 

masyarakat yang peduli terhadap hutan dan lingkungannya. Pengelolaan hutan 

terdahulu lebih memperhatikan pendekatan teknik dan ekonomi saja. Pada saat ini 

para pemegang kepentingan dipaksa untuk mendahulukan permasalahan sosial 

sebagai proses dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan 

hutan ditentukan dari kesuksesan memecahkan permasalahan sosial maupun 

ekonomi yang ada di masyarakat sekitar hutan. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan 

solusi berupa skema Perhutanan Sosial (PS). Kemitraan dan pemberdayaan 

masyarakat menjadi alternatif resolusi konflik yang paling memungkinkan bagi 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan 

penyerahan akses untuk masyarakat yang akan dimanfaatkan untuk pengelolaan 

sumber daya hutan sebagai resolusi konflik tenurial (Susilo dan Nairobi, 2019). 

Kewenangan terkait Perhutanan Sosial dari pemerintah pusat kepada KPH adalah 

fungsi fasilitasi penyiapan pemberian izin Perhutanan Sosial. Fasilitasi tersebut 

berupa penyusunan perencanaan, serta fasilitasi pengembangan usaha.  

Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani merupakan salah satu unit 

pengelolaan hutan terkecil yang mengelola sebagian kawasan hutan produksi di 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur dengan luas 
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pengelolaan ± 28.343,91 Ha. Masyarakat perambah yang bertempat tinggal di 

kawasan hutan KPH Gedong Wani mengakibatkan terbentuknya 48 desa definitif 

yang berada pada 14 kecamatan. Pembinaan serta pendampingan Perhutanan 

Sosial telah dilakukan KPH Gedong Wani sebagai solusi permasalahan konflik 

tenurial. Pembinaan serta pendampingan tersebut diimplementasikan kepada 

Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) 

yang sudah atau belum mendapatkan izin  pengelolaan skema Perhutanan Sosial 

dan yang sudah atau belum teregistrasi. Skema Perhutanan Sosial yang diterapkan 

pada KPH Gedong Wani yaitu skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), skema 

Kemitraan Kehutanan dan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sampai saat ini, 

terdapat 19 KTH dan Gapoktan yang telah mendapatkan izin pengelolaan skema 

Perhutanan Sosial dan 132 KTH yang telah teregistrasi di Dinas Kehutanan 

Provinsi Lampung. KPH Gedong Wani memasukkan Perhutanan Sosial secara 

eksplisit dalam strategi pengelolaan dan mengalokasikan blok pemberdayaan 

masyarakat dengan target seluas ± 23.704,02 Ha dan sudah terdapat izin PS ± 

5.113,35 Ha, sehingga terdapat ± 18.590,67 Ha yang belum mendapatkan izin 

Perhutanan Sosial. Tabel 1 merupakan data izin PS yang telah tercapai di wilayah 

KPH Gedong Wani (Meylinda, 2021). 

 

Tabel 1. Data izin perhutanan sosial di wilayah KPH Gedong Wani 

 

 

No Kelembagaan No. Izin Desa/Kecamatan Luas (Ha) 

 Hutan Tanaman Rakyat 

1 Gapoktan Karya 

Muda 

SK.220/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017 27  

Jati Baru Kec. 

Tanjung Bintang 

822 

2 Gapoktan 

Gemah Ripah 

SK.223/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,  

Sinar Ogan Kec. 

Tanjung Bintang 

273 

3 Gapoktan Tani 

Maju 

SK.224/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,  

Budi Lestari Kec. 

Tanjung Bintang 

1.637 

4 Gapoktan Jati 

Rukun 

SK.221/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,  

Jati Indah Kec. 

Tanjung Bintang 

62 

5 Gapoktan Jaya 

Abadi 

SK.222/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/1/2017,  

Srikaton Kec. 

Tanjung Bintang 

714 

 Kemitraan Kehutanan   

6 KTH Agro 

Sumber Rezeki 

SK.8165/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/12/2020,  

Sidoharjo Kec. Jati 

Agung 

24,26 

No Kelembagaan No. Izin Desa/Kecamatan Luas (Ha) 

7 KTH Agro 

Forest Park 

SK.7453/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/12/2020,  

Karang Rejo Kec. 

Jati Agung 

17,38 
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Tabel 1 (Lanjutan) 

 

 

No Kelembagaan No. Izin Desa/Kecamatan Luas (Ha) 

8 Gapoktan Wana 

Jaya 

SK.1702/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/3/2021,  

Marga Jaya Kec. 

Metro Kibang 

74,43 

9 Gapoktan Wana 

Bakti 

SK.1708/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/3/2021,  

Purwodadi Mekar 

Kec. Batang Hari 

80,28 

 Hutan Kemasyarakatan   

10 KTH Rimbe 

Pasmah 

SK.8508/MENLHK-

PSKL/PKSP/PSL.0/12/2021,  

Mulyosari Kec. 

Tanjung Sari 

242,88 

11 Gapoktan Jaya 

Mandiri 

SK.10280/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Margo Lestari, 

Kec. Jati Agung 

47 

12 KTH Mekarsari SK.10285/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Margo Lestari, 

Kec. Jati Agung 

144 

13 KTH Wana 

Tani I 

SK.10295/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Margo Lestari, 

Kec. Jati Agung 

235 

14 Gapoktan Wana 

Barokah 

SK.10298/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Triharjo Kec. 

Merbau Mataram 

302 

15 KTH Maju Jaya 

Berkah 

SK.10297/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Tanjung Harapan 

Kec. Merbau 

Mataram 

49 

16 KTH Sri Rejeki SK.10287/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Malang Sari Kec. 

Tanjung Sari 

41 

17 KTH Wono 

Lestari 

SK.10245/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Purwodadi Dalam 

Kec. Tanjung Sari,  

122 

18 KTH Karya 

Makmur Lestari 

SK.10247/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2022  

Kertosari Kec. 

Tanjung Sari 

224 

19 KTH Madu Sari SK.10282/MENLHK-

PKSL/PKPS/PSL.0/12/2022 

Malang Sari Kec. 

Tanjung Sari 

245 

  Total 5.113,35  

 

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan perhutanan sosial di KPH 

Gedong Wani yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang 

untuk menerima program kehutanan karena masyarakat beranggapan lahan yang 

sudah digarap akan diambil oleh pemerintah untuk dihutankan kembali, karena 

anggapan masyarakat yang salah tersebut, diperlukan pembinaan dan 

pendampingan secara intensif dari penyuluh kehutanan. Implementasi program 

Perhutanan Sosial terkadang tidak berhasil karena partisipasi masyarakat rendah, 

program tidak tepat sasaran, dan informasi tidak sesuai (Desmiwati, 2016). 

Berdasarkan dari uraian tersebut perlu dilakukan penelitian yang mengkaji strategi 

implementasi perhutanan sosial di wilayah kelola KPH Gedong Wani, dimana 

informasi dapat digunakan sebagai perencanaan kebijakan untuk menumbuhkan 
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minat serta partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Perhutanan 

Sosial.  

Penelitian sejenis sebelumnya berupa strategi implementasi perhutanan 

sosial yang ada di KPH Gedong Wani telah dilakukan oleh Banuwa et al. (2018), 

penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji partisipasi 

masyarakat terhadap pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayah 

kelola KPH Gedong Wani yang akan digunakan untuk merencanakan tahapan 

kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna 

pengembangan HTR. Dalam penelitian tersebut untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat digunakan analisis 

SWOT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah lokasi 

penelitian dan topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui strategi 

implementasi skema perhutanan sosial dengan menggunakan analisis SWOT. 

Penelitian sejenis lainnya dilakukan oleh Sitorus et al. (2021). penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan hutan rakyat di Pinang Jaya 

Kemiling Bandar Lampung. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

posisi strategi pengelolaan hutan rakyat pada lokasi tersebut berada pada kuadran 

tiga atau strategi diversifikasi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki dan 

menghindari ancaman yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah topik pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui strategi 

perhutanan sosial dengan menggunakan analisis SWOT. Perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis tersebut yaitu, penelitian 

yang akan dilakukan digunakan untuk menentukan strategi implementasi seluruh 

skema Perhutanan Sosial, sedangkan penelitian sejenis sebelumnya digunakan 

untuk menentukan salah satu strategi implementasi dari skema Perhutanan Sosial. 

 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta masalah tersebut, penelitian yang 

dilakukan bertujuan untuk: 

1. Menganalisis dan mengidentifikasi implementasi pengembangan perhutanan 

sosial KPH Gedong Wani berdasarkan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan). 
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2. Menganalisis dan mengidentifikasi implementasi pengembangan perhutanan 

sosial KPH Gedong Wani berdasarkan faktor eksternal (peluang dan 

ancaman). 

3. Merumuskan strategi implementasi pengembangan perhutanan sosial KPH 

Gedong Wani berdasarkan faktor internal dan eksternal. 

 

 

1.3.  Kerangka Pemikiran 

Adanya 48 desa definitif pada 14 kecamatan definitif di kawasan KPH 

Gedong Wani mengakibatkan terjadinya konflik tenurial. Konflik tenurial yang 

banyak terjadi yaitu perselisihan pengelolaan, pemanfaatan hutan serta pemakaian 

lahan hutan oleh masyarakat. Dengan adanya permasalahan sosial tersebut, 

pemerintah membentuk skema perhutanan sosial. Sasaran kunci skema perhutanan 

sosial yaitu dapat mengatasi persoalan konflik tenurial. Perhutanan sosial 

merupakan salah satu agenda politik pembangunan nasional untuk menyelesaikan 

konflik tenutrial agar masyarakat perambah kawasan hutan mendapatkan 

perlindungan hukum atas hak-haknya. Untuk menjalankan skema Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan 

Desa (HD), dan Hutan Adat (HA), diperlukan strategi yang terukur untuk 

mengimplementasikan pengembangan perhutanan sosial dengan tepat serta akurat. 

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka secara rinci kerangka pemikiran dari 

penelitian ini digambarkan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani ditetapkan wilayahnya 

berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 68/Menhut-II/2010 

28 Januari 2010 serta Nomor: SK.427/Menhut-II/ 2011 27 Juli 2011, dengan luas 

sebesar ± 30.243 ha. Setelah mengalami perubahan luas wilayah, yang salah 

satunya akibat dilepasnya areal untuk pembangunan kota baru seluas 1.308 

hektare, maka telah ditetapkan Kawasan Hutan Tetap pada KPH Gedong Wani 

oleh Menteri LHK melalui Keputusan Nomor: SK.74/MenLHK-

PKTL/KUH/PLA.2/1/2017 13 Januari 2017, menjadi seluas ± 28.343,91 ha. Areal 

wilayah kerja KPH Gedong Wani meliputi Kawasan Hutan Produksi Tetap 

(KHPT), yaitu KHPT Way Kibang Register 37, dan KHPT Gedong Wani Register 

40, KHPT Way Ketibung I Register 5, KHPT Way Ketibung II Register 35, yang 

terletak di Kabupaten Lampung Selatan serta Kabupaten Lampung Timur (KPH 

Gedong Wani, 2013). 

Kawasan kelola KPH Gedong Wani dibagi dalam blok pemanfaatan jasa 

lingkungan dan HHBK serta blok pemberdayaan masyarakat. KPH Gedong Wani 

juga dibagi dalam beberapa petak yang disesuaikan dengan kegunaannya dari 

hasil identifikasi lokasi serta potensi wilayah. Wilayah kelola KPH Gedong Wani 

dibagi ke dalam 3 resort, sebagai berikut: 

1. Resort Kandis (Reg. 37 dan Reg. 40)  : 13.303 Ha dengan luas areal 

perlindungan 566,25 Ha. 

2. Resort Sekampung Ulu (Reg. 40) : 8.431 Ha dengan luas areal perlindungan 

116,25 Ha. 

3. Resort Ketibung (Reg. 5, Reg. 35 dan Reg. 40) : 6.226 Ha dengan luas areal 

perlindungan 252,50 Ha.  
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Secara geografis Provinsi Lampung menjadi jalan utama menuju Pulau 

Sumatera dimana memiliki jarak yang relatif dekat dengan Pulau Jawa, sehingga 

sekitar tahun 1960 Lampung merupakan salah satu lokasi transmigrasi penduduk 

yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Sebagian besar para pendatang 

yang masuk bekerja sebagai petani, terlebih lagi para pendatang tersebut tidak 

memiliki keterampilan yang cukup. Dampak dari melonjaknya pendatang dan 

tidak adanya upaya pengamanan kawasan hutan yang memadai, lama-kelamaan 

mereka membentuk suatu desa definitif (Tabel 2). 

 

 

Tabel 2. Data desa definitif di wilayah KPH Gedong Wani 

 

 

No Kabupaten Kecamatan Desa Definitif 

1 Lampung Selatan Katibung 5 

Merbau Mataram 5 

Tanjung Bintang 6 

Tanjung Sari 8 

Jati Agung 8 

Natar 1 

Way Sulan 1 

Candi Puro 1 

2 Lampung Timur Sekampung 3 

Marga Tiga 2 

Sekampung Udik 2 

Metro Kibang 3 

Batang Hari 2 

Waway Karya 1 

Total 2 14 48 

 

 

2.2. Konflik Tenurial 

Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak 

lawan tanpa memperhatikan norma dan perilaku. Konflik juga berarti proses 

menyangkut usaha suatu kelompok tertentu untuk menghancurkan kelompok lain 

seperti konflik kelas. Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. 

Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), persaingan 

(competition) dan pertentangan (conflict) (Kasim  Abidin, 2015). Menurut 

Handayani et al. (2022), konflik merupakan hubungan yang melibatkan dua pihak 

atau lebih dengan kepentingan dan tujuan yang saling bertentangan. Berdasarkan 

pada Sylviani dan Ismatul (2014), tenurial atau dalam istilah lain tenure atau 
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dalam bahasa Latin tenere berarti: memelihara atau memiliki. Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 84/Menlhk-Setjen/2015 tentang 

Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menyatakan bahwa Konflik tenurial 

merupakan berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, 

pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan hutan serta sumber daya alam 

lainnya. Tenurial sebagai sekumpulan hak atas tanah dapat dikategorikan sebagai 

berikut. 

1. Hak menggunakan lahan sebagai lahan untuk menanam tanaman subsisten, 

penggembalaan dan pemanfaatan hasil hutan. 

2. Hak mengontrol dalam membuat keputusan sebagaimana lahan harus 

digunakan. 

3. Hak mentransfer tanah seperti menjual atau menggadaikan, mewariskan dan 

merelokasi hak guna lahan. 

Rendahnya kepastian penggunaan lahan hutan merupakan penyebab 

timbulnya konflik tenurial. Konflik tenurial dapat diperburuk oleh perbedaan 

pendapat para pihak terkait dan atau aktivis lingkungan mengenai penggunaan 

lahan hutan dan sumber dayanya. Perlu pertimbangan berbagai sudut pandang 

dalam penyelesaian konflik tenurial serta perlu disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan serta sosial di mana konflik tenurial tersebut terjadi (Handoko dan 

Yumantoko, 2015). 

 

 

2.3. Perhutanan Sosial (PS) 

Perhutanan Sosial yaitu sistem pengelolaan lahan hutan negara ataupun 

hutan hak/adat secara berkelanjutan dengan masyarakat menjadi tokoh utama 

(Kumar, 2015; Laksemi et al., 2019). Tujuan dari Program Perhutanan Sosial 

yaitu sebagai keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup seiring 

dengan perubahan sosial dan budaya. Menurut Maryudi et al. (2012) dan 

Syahputra (2019) prinsip utama dari PS yaitu hak, mata pencaharian, dan 

konservasi. Perhutanan Sosial menjadi solusi dari permasalahan kehutanan untuk 

pengelolaan hutan yang lestari dengan dasar partisipasi dari masyarakat sekitar 

hutan itu sendiri. Perhutanan Sosial secara keseluruhan bergantung pada 

partisipasi masyarakat  yang berada pada kawasan huta maupun sekitar kawasan 
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hutan (Kaskoyo et al., 2014). Berdasarkan Peraturan MENLHK No 83 2016 

mengenai Program Perhutanan Sosial, perhutanan sosial bertujuan untuk 

pemberian izin pengelolaan serta sebagai solusi konflik tenurial dan pelestarian 

dengan keadilan, keberlanjutan, bertanggung gugat, kapasitas hukum dan 

partisipatif (Rahayu dan Joko, 2021). 

Bentuk skema dalam Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa (HD), Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Kemitraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

dan Hutan Adat. Hutan Desa yaitu kawasan hutan yang terletak di fungsi lindung 

maupun produksi yang tidak memiliki perizinan, yang kemudian diserahkan pada 

lembaga desa sebagai pengelola pemanfaatan berdasarkan fungsinya dan 

pengelolaan yang lestari (Hermawan, 2021). Hutan Kemasyarakatan merupakan 

pemberian izin kepada gapoktan, koperasi, perorangan, kelompok masyarakat, 

atau kelompok tani untuk memanfaatkan dan mengelola hutan pada hutan lindung 

maupun produksi (Ardiputri, 2021). Kemitraan Kehutanan merupakan pemberian 

akses legal pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), 

Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPPKH) atau masyarakat 

untuk memanfaatkan lahan (Rahman, 2021). HTR merupakan skema pemberian 

akses legal yang disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada 

Kelompok Tani Hutan (KTH), gabungan kelompok tani hutan (Gapoktanhut), 

koperasi tani hutan (Koptanhut), professional kehutanan atau perseorangan 

dengan membentuk kelompok atau koperasi dengan masyarakat setempat untuk 

dapat mengelola serta memanfaatkan kawasan hutan produksi (Rahman at al. 

2021).  Hutan adat berada pada kawasan masyarakat hukum adat. Persetujuan 

Perhutanan Sosial diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK dengan 

masa berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang. Dasar hukum yang digunakan 

dalam skema Perhutanan Sosial yaitu Permen LHK No. 9 2021 mengenai 

Pengelolaan Perhutanan Sosial. Ardiputri (2021), Hermawan (2021), Rahman 

(2021) menyatakan, dengan menerapkan Skema Perhutanan Sosial, masyarakat 

akan memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Pengakuan serta perlindungan hukum dalam memanfaatkan serta mengelola 

kawasan hutan. 

2. Menyelesaikan sengketa pengelolaan sumber daya hutan. 
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3. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat. 

4. Adanya peluang masuknya Program Pemerintah, Creating shared value 

(CSV). 

dan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Pemanfaatan hutan dalam skema Perhutanan Sosial dapat berupa pemanfaatan 

kawasan, pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan jasa 

lingkungan, serta pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK). 

 

 

2.4. Strategi dan Analisis SWOT 

Strategi merupakan suatu tujuan jangka panjang serta rumusan pada semua 

alokasi dan pendayagunaan sumber daya agar tercapainya tujuan suatu program 

yang merupakan sekumpulan rekomendasi kritis untuk perencanaan tindakan dan 

penggunaan proporsi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

dengan memperhatikan perspektif jangka panjang yang ideal dari perseorangan 

maupun organisasi (Ramadhan dan Fivi, 2013). Secara umum strategi merupakan 

penentuan rencana jangka panjang pada organisasi, diiringi dengan penyusunan 

secara sistematis cara agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai (Selvia, 

2017).  

Analisis SWOT merupakan salah satu cara untuk penentuan strategi 

pengelolaan yang berfungsi untuk mengetahui faktor-faktor yang berdampak 

dalam perumusan strategi untuk tahap perencanaan, analisis ini berdasarkan 

logika dalam meningkatkan kekuatan (strength) serta peluang (opportunities), dan 

dapat meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (threats) (Rangkuti, 

2021). Bila diterapkan secara berkesinambungan, sistem ini dapat berdampak 

signifikan untuk rancangan strategi yang memberikan informasi untuk 

mendapatkan peluang dan ancaman yang ada di dalam suatu instansi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024 di 

KPH Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan. Banyaknya masyarakat yang 

merambah kawasan hutan Gedong Wani berakibat pada terbentuknya 48 Desa 

definitif serta 14 Kecamatan definitif. KPH Gedong Wani menjadi pilihan dalam 

penelitian ini karena kawasan tersebut merupakan salah satu target dari 

pengembangan perhutanan sosial di Provinsi Lampung.  

 

 

 

 

Gambar 2. Peta lokasi penelitian 
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3.2. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian pada Perhutanan Sosial yaitu seluruh kelompok 

Perhutanan Sosial yang ada di KPH Gedong Wani (Tabel 3). Pemilihan kelompok 

Perhutanan Sosial sebagai sampel penelitian ditentukan dengan cara purposive 

sampling. Tiga skema Perhutanan Sosial yang diterapkan oleh KPH Gedong 

Wani, yaitu HTR, HKm, dan Kemitraan Kehutanan (Tabel 3). Masing-masing 

skema tersebut diwakili setengah dari setiap izin skema Perhutanan Sosial (Tabel 

4).  

 

Tabel 3. Populasi penelitian pada kelompok Perhutanan Sosial  

 

No Kelembagaan Desa/Kecamatan 

 Hutan Tanaman Rakyat 

1 Gapoktan Karya Muda Jati Baru Kec. Tanjung Bintang 

2 Gapoktan Gemah Ripah Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang 

3 Gapoktan Tani Maju Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang 

4 Gapoktan Jati Rukun Jati Indah Kec. Tanjung Bintang 

5 Gapoktan Jaya Abadi Srikaton Kec. Tanjung Bintang 

 Kemitraan Kehutanan 

6 KTH Agro Sumber Rezeki Sidoharjo Kec. Jati Agung 

7 KTH Agro Forest Park Karang Rejo Kec. Jati Agung 

8 Gapoktan Wana Jaya Marga Jaya Kec. Metro Kibang 

9 Gapoktan Wana Bakti Purwodadi Mekar Kec. Batang Hari 

 Hutan Kemasyarakatan 

10 KTH Rimbe Pasmah Mulyosari Kec. Tanjung Sari 

11 Gapoktan Jaya Mandiri Margo Lestari, Kec. Jati Agung 

12 KTH Mekarsari Margo Lestari, Kec. Jati Agung 

13 KTH Wana Tani I Margo Lestari, Kec. Jati Agung 

14 Gapoktan Wana Barokah Triharjo Kec. Merbau Mataram 

15 KTH Maju Jaya Berkah Tanjung Harapan Kec. Merbau Mataram 

16 KTH Sri Rejeki Malang Sari Kec. Tanjung Sari 

17 KTH Wono Lestari Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari,  

18 KTH Karya Makmur Lestari Kertosari Kec. Tanjung Sari 

19 KTH Madu Sari Malang Sari Kec. Tanjung Sari 

 

Penelitian dilakukan pada 3 dari 5 persetujuan skema Hutan Tanaman 

Rakyat (HTR). Penelitian pada skema Kemitraan Kehutanan dilakukan pada 1 

dari 4 izin PS. Penelitian pada skema Kemitraan Kehutanan tidak dilakukan 

setengah dari persetujuan skema yang ada (2 dari 4 kelompok) dan hanya 

dilakukan pada 1 kelompok, karena 3 kelompok yang lain, yaitu KTH Agro 

Sumber Rezeki, Gapoktan Wana Barokah dan Gapoktan Wana Bakti menyatakan 
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bahwa kelompok tersebut sudah tidak aktif lagi. Penelitian pada skema Hutan 

Kemasyarakatan dilakukan pada 1 kelompok karena hanya terdapat 1 kelompok 

yang memiliki persetujuan skema Hutan Kemasyarakatan (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Sampel penelitian pengembangan Perhutanan Sosial  

 

 

No Kelembagaan Desa/Kecamatan 

 Hutan Tanaman Rakyat 

1 Gapoktan Tani Maju Budi Lestari Kec. Tanjung Bintang 

2 Gapoktan Gemah Ripah Sinar Ogan Kec. Tanjung Bintang 

3 Gapoktan Jaya Abadi Srikaton Kec. Tanjung Bintang 

 Kemitraan Kehutanan 

4 KTH Agro Forest Park Karang Rejo Kec. Jati Agung 

 Hutan Kemasyarakatan 

5 KTH Rimbe Pasmah Mulyosari Kec. Tanjung Sari 

6 KTH Madu Sari Malang Sari Kec.Tanjung Sari 

7 Gapoktan Wana Barokah Triharjo Kec. Merbau Mataram 

8 Gapoktan Jaya Mandiri Margo Lestari Kec.Jati Agung 

9 KTH Maju Jaya Berkah Tanjung Harapan Kec.Merbau Mataram 

 

Populasi yang digunakan untuk menentukan faktor eksternal pada penelitian 

ini yaitu anggota setiap skema Perhutanan Sosial yang ada di KPH Gedong Wani 

dan kelompok pertanian non kehutanan yang berada di Desa Panca Tunggal 

Kecamatan Merbau Mataram. Populasi yang ditetapkan untuk menentukan faktor 

internal pada penelitian ini yaitu pengelola KPH Gedong Wani serta pakar. 

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan purposive sampling yang 

merupakan metode pengambilan sampel yang memiliki kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2018). Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu: 

1. Pengelola inti skema Perhutanan Sosial yang terpilih (ketua, sekretaris, 

bendahara). 

2. Pengelola inti kelompok pertanian non kehutanan di wilayah kelola KPH 

Gedong Wani (ketua, sekretaris, bendahara). 

3. Pengelola inti UPTD KPH Gedong Wani (Kepala UPTD Gedong Wani, 

kasubag TU, kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan dan polisi 

kehutanan). 

4. Responden yang pakar pada program Perhutanan Sosial. 

Sampel yang diambil dari populasi harus mewakili secara umum populasi 

tersebut. Untuk korelasi jumlah sampel yang baik yaitu 30-500 sampel. Menurut 
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Akdon dan Riduwan (2008) sampel paling sedikit yang dapat digunakan yaitu 30, 

50, 75, 100, atau kelipatannya. Sampel pada penelitian ini berjumlah 39 responden 

dengan pembagian kriteria serta jumlah dijabarkan pada Tabel 5. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu metode pendekatan 

ilmiah untuk mrngumpulkan data yang bersifat statistik, dimana pengumpulan 

data untuk dianalisis berupa numerik (Sugiyono, 2017). 

 

Tabel 5. Responden penelitian pengembangan Perhutanan Sosial 

 

 

No Sampel Jumlah 

Responden 

Keterangan 

1 Pengelola inti dari 9 

kelompok Perhutanan 

Sosial  

27 Ketua, sekretaris, bendahara 

2 Kelompok pertanian 

Tunas Muda 3 

3 Ketua, sekretaris, bendahara 

3 Pengelola inti UPTD 

KPH Gedong Wani 

3 Kepala UPTD Gedong Wani, kasubag TU, 

kepala seksi perencanaan  pemanfaatan 

hutan 

4 Penyuluh kehutanan 4 Penyuluh kehutanan 

5 Pakar 2 Dosen jurusan kehutanan Universitas 

Lampung, dan anggota Strengthening 

Social Forestry (SSF) 

Total 39  

 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi.  

1. Data primer yaitu informasi maupun data yang dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti berdasarkan pada responden di lapangan, dimana data yang 

diperoleh dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan responden dan 

observasi secara langsung di lapangan untuk memastikan keadaan sosial dan 

ekonomi masyarakat sekitar maupun di dalam kawasan hutan. 

2. Data sekunder yaitu informasi maupun data yang didapatkan berdasarkan studi 

literatur yang dapat bersumber dari jurnal, buku bacaan ataupun internet yang 

bersangkutan dengan topik penelitian. 
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3.4. Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis serta pengelolaan data digarap dengan menerapkan penjabaran 

analisis SWOT. Analisis SWOT menggunakan matriks IFAS (Internal Factor 

Analysis Summary) yang akan memaparkan faktor kekuatan serta kelemahan dan 

matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) yang akan memaparkan 

faktor peluang serta ancaman dari sebuah institusi. Matriks ini digunakan untuk 

memperlihatkan kedudukan dari suatu instansi rentan atau kuat (Astuti, 2020). 

Analisis SWOT dipakai sebagai petunjuk dalam menentukan strategi Strengths-

Opportunities (SO), Strengths-Threats (ST), Weaknesses-Opportunities (WO) dan 

Weaknesses-Threats (WT).  

1. Strengths-Opportunities (SO), merupakan strategi yang menggunakan 

kekuatan serta peluang. 

2. Strengths-Threats (ST), merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan 

sebagai solusi dalam mengatasi ancaman. 

3. Weaknesses-Opportunities (WO), merupakan strategi menggunakan peluang 

dengan cara membatasi kelemahan yang ada. 

4. Weakness-Threats (WT), merupakan strategi dengan cara membatasi 

kelemahan dan menghindari ancaman (Tampubolon et al., 2022). 

IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) merupakan matriks 

yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal, berikut 

merupakan langkah-langkah pembuatan IFAS berdasarkan Rangkuti (2021). 

1. Menyusun pada kolom 1 peluang dan ancaman dalam pengembangan 

Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani. 

2. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 dengan skala 1 (tidak 

penting sampai 4 (sangat penting).  

3. Menghitung rating untuk setiap faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 

sampai dengan 1. Variabel yang masuk kategori kekuatan diberi nilai mulai 

dari 1 sampai dengan 4 (Sangat Setuju). Pada variabel kelemahan dilakukan 

kebalikannya. Contohnya, jika kelemahan  dinyatakan sangat setuju nilainya 

adalah 1, sedangkan jika kelemahan dinyatakan tidak setuju nilainya adalah 4. 

4. Kriteria yang digunakan untuk menentukan rating yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Cukup Setuju (CS), dan Tidak Setuju  (TS). 
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5. Mengalikan nilai bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan 

dalam kolom 4.  

6. Menjumlahkan skor faktor pembobotan untuk memperoleh total skor 

pembobotan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu perusahaan 

maupun lembaga. 

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menentukan matriks faktor 

EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) berdasarkan Rangkuti (2021) yaitu : 

1. Menyusun pada kolom 1 peluang dan ancaman dalam pengembangan 

Perhutanan Sosial di KPH Gedong Wani. 

2. Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2 dengan skala 1 (tidak 

penting sampai 4 (sangat penting).  

3. Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 sampai dengan 1 berdasarkan pengaruh faktor 

tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai 

rating untuk faktor peluang yang sangat setuju diberi rating 4 hingga 1 untuk 

untuk nilai peluang tidak setuju. Pemberian nilai rating ancaman adalah 

kebalikannya. Jika nilai ancaman sangat setuju, ratingnya adalah 1. 

Sebaliknya, jika nilai ancamannya tidak setuju ratingnya 4. 

4. Kriteria yang digunakan untuk menentukan rating yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Cukup Setuju (CS), dan Tidak Setuju  (TS). 

5. Mengalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan dalam 

kolom 4.  

6. Menjumlahkan skor faktor pembobotan untuk memperoleh total skor 

pembobotan yang digunakan untuk menentukan posisi suatu perusahaan 

maupun lembaga.  
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Gambar 3. Diagram SWOT 

 

1. Kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan dengan 

memanfaatkan seluruh potensi kekuatan organisasi untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Gambar 3). 

2. Kuadran II meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi yaitu membuat strategi yang berbeda (lain dari 

biasanya) dengan memanfaatkan kekuatan internal, sehingga di masa yang 

akan datang memungkinkan terciptanya peluang (Gambar 3). 

3. Kuadran III menyatakan peluang (eksternal) yang sangat besar, namun 

terdapat beberapa kendala berupa kelemahan (internal). Strategi yang 

dianjurkan yaitu meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat 

memanfaatkan serta meningkatkan peluang dengan baik (Gambar 3). 

4. Kuadran IV merupakan posisi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi 

tersebut menghadapi berbagai ancaman serta kelemahan. Strategi yang 

digunakan dengan membangun kekuatan internal dan meminimalisir 

kelemahan (Gambar 3) (Rangkuti, 2021). 

Kelemahan 

(Eksternal) 

Ancaman 

(Internal) 

Kekuatan 

(Eksternal) 

Peluang 

(Internal) 

Kuadran I : 

Agresif 

Kuadran IV : 

Defensif 

Kuadran III : 

Trun Around 

Kuadran II : 

Diversifikasi 
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3.5. Uji Reliabilitas Data 

Uji validitas dilakukan agar dapat mengetahui pengukuran yang dilakukan 

tepat dan akurat. Instrumen dikatakan tepat dan sesuai apabila tidak menyimpang 

dari keadaan yang sebenarnya (Arikunto, 2010). Dalam teknik pemeriksaan 

dilakukan dalam dua cara, yaitu. 

1. Triangulasi merupakan teknik yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi 

sumber berarti memastikan tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh 

melalui waktu yang berbeda. Peneliti memastikan tingkat kepercayaan 

informasi yang diperoleh dari informan dengan melakukan metode wawancara 

kepada informan lainnya yang berbeda untuk mendukung informasi yang 

sudah didapatkan. Triangulasi merupakan pengumpulan data sejenis yang 

dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Peneliti 

melakukan teknik wawancara kepada informan yang berbeda dan observasi 

yang kemudian hasilnya dibandingkan. Peneliti melakukan perbandingan 

informasi dari berbagai sumber agar informasi yang diberikan benar adanya. 

Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan penelitian untuk dilakukan perbandingan terhadap informasi 

yang didapatkan dari narasumber.  

2. Diskusi dengan pakar dalam bentuk diskusi analitik atau konsultasi sehingga 

kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui.  

 



 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di KPH Gedong Wani, di 

Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor internal berupa kekuatan yaitu terdapat KPH yang memfasilitasi 

kegiatan PS, adanya sosialisasi, pendampingan, pembinaan kelompok tani 

hutan  dan bimbingan teknis dalam kegiatan PS, sudah terbentuknya 

kelompok tani hutan maupun kelompok tani non kehutanan, sudah adanya 

lahan yang dimanfaatkan secara agoroforestri, sudah adanya kelompok PS di 

KPH Gedong Wani yang mendapatkan Surat Keputusan persetujuan PS, areal 

kerja KPH Gedong Wani masuk dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial 

(PIAPS), adanya peraturan yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, sudah 

terjalinnya kerjasama multipihak dengan kelompok PS, kelompok PS dapat 

menciptakan inovasi usaha untuk meningkatkan pendapatan kelompok dan 

pengemangan KUPS. Untuk kelemahan yang menghambat pengembangan 

implementasi Perhutanan Sosial berupa kurangnya tenaga pendamping dari 

penyuluh kehutanan dan tim Strengthening Social Forestry (SSF), 

kelembagaan kelompok tani kurang berjalan dengan optimal dan kelompok 

tani kurag memahami mengenai tujuan, hak dan kewajiban sebagai pemegang 

izin PS. 

2. Faktor eksternal berupa peluang yaitu terbentuknya lapangan pekerjaan, 

investor berpotensi untuk menanamkan modal, adanya dukungan dari aparat 

desa dan adanya program SSF (Strengthening Social Forestry) yang 

menyediakan tenaga pendamping PS. Sedangkan untuk ancaman yang 

mempengaruhi pengembangan implementasi Perhutanan Sosial berupa 

pemukiman semakin bertambah, adanya kepentingan pihak lain yang 
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berpotensi konflik tenurial, kurangnya pengetahuan masyarakat akan 

pentingnya melestarikan kawasan hutan dan rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk menerapkan program kehutanan. 

3. Strategi implementasi pengembangan Perhutanan Sosial di KPH Gedong 

Wani dengan mengimplementasikan strategi agresif yaitu mengarahkan 

seluruh potensi kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi 

tersebut diterapkan dengan melakukan kegiatan  berupa fasilitasi, 

pendampingan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif dalam 

mendukung kegiatan Perhutanan Sosial, pengembangan industri kreatif 

berbasis komoditas lokal, pengembangan KUPS serta pendampingan secara 

intensif usaha produktif masyarakat, dan pembentukan serta pengefektifan 

fungsi koperasi. 

 

 

5.2. Saran 

Saran Untuk penelitian yang dilakukan di KPH Gedong Wani berupa 

Strategi Implementasi Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Rangka Mitigasi 

Konflik Tenurial: Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan Gedong Wani yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya resolusi konflik yang baik dalam penyelesaian masalah tenurial 

di kawasan KPH Gedong Wani. Dalam penyelesaian resolusi konflik, para 

pihak terutama pengelola kawasan yang berpotensi konflik lahan agar 

mempertimbangkan tahapan dalam analisis tenurial. Rendahnya kawasan yang 

berpotensi konflik lahan akan memudahkan program kehutanan diterima oleh 

masyarakat, terutama di wilayah kelola UPTD KPH Gedong Wani.  

2. Program percepatan Perhutanan Sosial yang telah dilaksanakan hingga saat ini 

dinilai perlu upaya yang optimal dengan pendampingan, pembinaan oleh KPH 

Gedong Wani maupun dari SSF. Upaya tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar hutan sehingga mampu 

meningkatkan hasil produksi. Diperlukan adanya pendampingan dengan 

petugas yang memiliki keahlian dalam bidang pertanian maupun kehutanan. 
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